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Pengadaan Tanah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberikan ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak. Namun dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan bandar udara internasional zainuddin abdul 
madjid yang berlokasi di desa tanak awu lombok tengah mendapat hambatan dari 
warga masyarakat karena menyangkut hak pribadinya. Akan tetapi suatu 
pembangunan yang statusnya kepentigan umum seperti bandar udara sangat 
penting baik untuk bangsa maupun masyarakat, yang harus diwujudkan oleh 
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bersama.         
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Bandar Udara Internasional 
Zainuddi Abdul Madjid ini dilaksanakan sesuai berdasarkan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. 
Kata kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Abstract 
Land Acquisition According to Article 1 Point 2 of law number 2 of 2012 
concerning land acquisition for development for the public interest in land 
aqcuistionis an activity of providing land by providing fair compensation to the 
rightful parties. Yet, in procuring land for the interests of the international airport 
zainuddin abdul madjid, located in Tanak Awu village, central lombok, it was 
hampered by community members because of their personal rights. However, a 
development which it status is in the public interest such as an airport is very 
important for both the nation and society, which must be realized by the 
government and used as much as possible for the prosperity of the society. The 
implementation of Development for the interests of Zainuddin Abdul Madjid 
International Airport is Carried out According to Article 13 of Law Number 2 of 
2012 Concerning Land Acquisition for Public Interest. 
Keywords: Land Acquisition for Public Interest 
 
PENDAHULUAN 
Masalah mengenai Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sangat 
akturat bagi manusia terutama dalam masa pembangunan, karena terbatasnya 
tanah negara bagi suatu Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka negara 
melibatkan tanah yang hak miliknya seseorang yang dijadikan untuk kepentingan 
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umum, tanah yang awalnya milik peribadi seseorang akan dikorbankan untuk 
kepentingan umum.1  
Dimana kepentingan umum dijelaksn dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-
Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum, kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa dan masyarakat yang 
harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Meskipun selalu ada unsur ganti rugi yang diberikan oleh 
pemerintah. Ganti Kerugian dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 
No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ganti 
kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 
dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian tidak hanya berupa uang akan 
tetapi tanah juga, maksud dari tanah tersebut adalah tanah yang berlokasi berbeda 
dengan tanah yang dipakai untuk kepentingan umum. 
Pada masa dilaksanakannya pengadaan tanah untuk kepentingan bandar 
udara interasional zainuddin abdul madjid mendapat hambatan-hambatan dari 
warga masyarakat itu sendiri yang dibebaskan tanahnya untuk kepentingan bandar 
udara internasonal zainuddin abdul madjid karena dalam pengadaan tanah tersebut 




Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti terkait dengan permasalahan 
mengenai pelaksanaan pembangunan unuk kepentingan bandar udara 
internasional zainuddin abdul madjid ini adalah penelitian yang dilakukan 
ditengah-tengah masyarakat atau lebih dikenal dengan penelitian yuridis empiris, 
dimana dijelaskan mengenai penelitian yuridis empiris merupakan penelitian 
hukum yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bertujuan untuk 
mengetahui hukum apa yang berlaku di masyarakat itu. Di dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan 
penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang manusia dan badan 
hukum dan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian di 
lapangan. Data yang dikumpulkan adalah data primer.  
Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari dari sumbernya, 
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 
resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data baik itu data primer atau 
data skunder yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh 
peneliti. Untuk memperoleh data yang benar-benar relevan pelu ada metode yang 
tepat untuk mengungkapkannya, dilakukan dengan mempergunkan metode 
wawancara dan dokomentasi. Selanjutnya data-data dan fakta yang didapatkan 
secara langsung oleh peneliti yang dianalisis dan dituangkan dalam bentuk 
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pembahasan, dimana data-data yang diperoleh langsung dan diolah dalam bentuk 
teknik analisis data. 
 
PEMBAHASAN 
Mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
dilaksanakan dengan 4 (empat) Tahapan dimana tahapan.  Tahap 1 Penetapan 
Lokasi, Tahap ke 2 Perencanaan , Tahap ke 3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan 
tahap yang terakhir Tahapan Penyerahan Hasil. 
Tahapan pertama penetapan lokasi, penetapan awal lokasi rencana 
pembangunan untuk kepentingan bandar udara internasional zainuddin abdul 
madjid mendapat hambatan dari warga masyarakt yang dibebaskan tanahnya 
untuk kepentingan umum tersebut, warga menolak ijin lokasi tersebut dengan 
alasan karena menyangkut kepentingan hak pribadinya yaitu lahan tanahnya yang 
dipakai untuk kepentingan umum, namun panitia-panitia pengadaan tanah 
melakukan musyawarah dengan warga masyarakat yang terlibat dalam suatu 
pengadaan tanah tersebut, dalam musyawarah tersebut panitia pengadaan tanah 
menginventarisasi masalah yang menjadi alasan warga masyarakat atas 
keberatannya dan melakukan pertemuan klarifikasi dengan pihak yang keberatan, 
musyawarah tersebut bertujuan untuk agar waga masyarakat setuju atas ijin 
penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah. 
Tahap ke 2 Perencanaan Pengadaan Tanah, dalam tahapan perencanan 
panitia pengadaan tanah melakukan sosialisasi dengan warga masyarakat 
mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepntingan bandar udara 
internasional zainuddin abdul madjid itu kegiatan tersebut bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada warga masyarakat selaku pemilik tanah untuk 
melakukan pelaksanaan pengadaan tanah. 
Tahap ke 3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pelaksanaan pengadaan tanah 
dilakukan dengan cara pelepaan hak. pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan 
musyawarah, dalam musyawarah tersebut dilakukan 2 tahapan, 
-Tahapan 1 Dilakukan kegiatan penyuluhan dan meginformasikan 
serta dilakukannya sosialisasi mengenai pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk kepentingan bandar udara 
internasional zainuddin abdul madjid dan menetapkan 
luas tanah yang akan dipakai. 
-Tahap ke 2 Pelaksanaan musyawarah untuk menetapkan bentuk 
dan besarnya nilai ganti kerugian yang disepakati oleh 
kedua belah pihak antara panitia pengadaan tanah 
dengan warga pemilik tanah. 
Tahapan yang terakhir yaitu Penyerahan Hasil. berdasarkan bukti yang 
terjadi sekarang mengenai pelaksanaan pengadaan tanh untuk kepentingan bandar 
udara internsionl zainuddin abdul madjid ini sudah sudah selesai dilaksanakan dan 
sudah beroperasi. 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bandar Udara 
Internasiona Zainuddin Abdul Madjid ini sudah sesuai dengan Pasal 13 Undang- 
Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 
Hambatan-Hambatan yang timbul ketika dilaksanakanya pengadaan tanah 
untuk kepentingan bandar udara internasioal zainuddin abdul madjid adalah  
1. tanahnya bermasalah 
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2. masyarakat tanak awu tidak sepakat adanya pelaksanaan pengadaan tanah 
untuk kpentingan bandar udara inernasional zainuddin abdul madjid 
3. bukti kepemlikan tanah tidak lengkap 
Upaya untuk mengatasin hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah 
untuk kepentingan bandar udara internasional Zainuddin Abdul Madjid  
1. tanahnya bermasalah, pemerintah menunggu dulu selesainya tanah yang 
bermaslah tersebut untuk melanjutkan pelaksanaan pengadaan tanah. 
pemerintah tidak akan membebaskan tanah yang masih bermasalah. 
2. mengenai masyarakat yang tidak sepakat adanya pelaksanaan pengadaan 
tanah untuk kepentingan bandar udara internasional zainuddin abdul 
madjid panitia melakukan pendekatan yang secara inteks agar warga 
masyarakat setuju atas adanya pengadaan tanah. 
3. bukti kepemilikian tanah yang tidak lengkap, warga masyarakat yang 
belum memiliki sertifikat atas tanhnya berkerja sama dengan pihak BPN 
(Badan Pertanahan Nasional). 3 
PENUTUP 
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan hak 
pribadinya seseorang dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid ini sudah sesuai dengan 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dilaksanakan melalui 
tahapan Penetapan lokasi, Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan Pengadaan 
Tanah dan Tahapan penyerahan Hasil. Meskipun dalam kegiatan pelaksanaannya 
selalu mendapat hambatan-hambatan dari warga masyarakat itu sendiri. 
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